
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR Lf3 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan Tambahan 
Penghasiian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil dalam ha! penilaian terhadap prestasi kerja 
pegawai serta pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai 
tidak melewati tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (5) dan Pasal 23 Peraturan Bupati Pangkajene 
dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 ten tang Tambahan 
Penghasiian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil sehingga periu diubah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Bagi 
Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sehingga 
periu diubah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nemer 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 ten tang Peru bahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6897); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
ten tang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Norn or 11 
Tahun 2017 ten tang .Ylanajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 64 77); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 11 Tahun 202 I tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11); 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 
Nomor 4J; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam 
Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATl TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SlPIL DAN CAWN 
PEGAWAI NEGERI SIPIL. 

Pasal I 
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan 
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri 
Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan 
Kepulauan Tahun 2023 Nomor lOJ diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (SJ d.iubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 22 
(lJ Pegawai wajib membuat laporan aktifitas kerja harian selambat 

lambatnya 1 (satuJ hari setelah hari kerja. 
(2J Atasan langsung melakukan penilaian terhadap usulan realisasi aktifitas 

kerja pegawai selambat-lambatnya 3 (tigaJ hari setelah pengajuan 
laporan bulanan. 

(3) Apabila penilaian prestasi pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan 
langsung, maka penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi 
atau pejabat yang ditentukan oleh pejabat Pembina kepegawaian. 

(4J Penilaian prestasi kerja Pegawai diberikan atas realisasi capaian kinerja 
terhadap target kinerja pegawai yang d.ihitung setiap bulan. 

(SJ Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (duaJ khusus bulan 
Desember dilakukan pada tanggal 21 Desember tahun berjalan. 

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (3J dihapus, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 23 
(lJ Pembayaran TPP PNS dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan 

bulan Desember setiap tahun. 
(2J Pembayaran TPP dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 bulan 

berikutnya. 
(3J Dihapus. 
(4) TPP PNS sebagaimana dimaksud pacla ayat (lJ dibayarkan melalui bank 

secara non tunai berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 



(5) Pembayaran melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 
dilakukan pemotongan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima. 

(6) Dalam hal alokasi anggaran TPP tidak mencukupi setelah perubahan 
APBD, maka kekurangan pembayaran TPP menjadi utang Pemerintah 
Daerah kepada pegawai sepanjang tercantum di dalam Laporan Neraca 
SKPD sebagai dasar pembayaran tahun anggaran berikutnya yang 
dibuktikan dengan Hasil Verifikasi dari BKPSDM untuk yang belum 
terbayarkan. 

(7) Penganggaran kekurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) dibebankan pada perangkat daerah tempat PNS bertugas 
sebelumnya. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Pangkajene 
dan Kepulauan 

Diundangkan di Pangkajene 
pada tanggal 'l ()«eMb<r :i..o:i., 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN, 

TAHUN 2023 


